
Diduga  Disdukcapil  Batang
Hari  Mempersulit  atau
Menerbitkan  Dokumen  Data
Penduduk Palsu
Batang Hari, Jambi – Aneh bin ajaib, tiba-tiba data penduduk
berpindah ke tempat asal di Muaro Jambi padahal sudah terdata
di Batang Hari sejak 2018, dan masuk dalam Daftar Pemilihan
Tetap (DPT) mulai dari Pilpres, Pileg, Pilkada, dan Pilkades.
Patut dipertanyakan data perpindahan penduduk yang diterbitkan
Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari,
Selasa (17/01/2023).

 

Warga Batang Hari berinisial SAZ yang merupakan istri sah yang
ada di dalam KK tiba-tiba tidak bisa masuk ke KK lagi karena
berpindah ke tempat asalnya di Muaro Jambi.

 

Selama  ini  yang  bersangkutan  tidak  pernah  mengurus  surat
pindah untuk kembali ke Muaro Jambi.

 

“Jika memang data itu masih berpenduduk di Batang Hari patut
diduga  mempersulit  saya,  namun  jika  berpindah  atau  memang
belum pindah sejak dulu, patut diduga jika data penduduk yang
saya gunakan adalah data palsu yang diterbitkan oleh Dukcapil
Batang Hari,” tuturnya.

 

“Waktu  mau  memasukkan  data  anak  ke  KK,  anehnya  nama  saya
langsung hilang, kata orang Disdukcapil Batang Hari nama saya
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belum dipindah dari Muaro Jambi. Padahal saya sudah melengkapi
surat-surat  persyaratan  untuk  pindah  penduduk  sejak  2018
lalu,” ungkap SAZ.

 

Ia merasa aneh, seharusnya kalau belum pindah dari Muaro Jambi
pasti KK dan KTP saya tidak bisa terbit di Batang Hari.

 

“Hingga saat ini data saya masuk, dalam hak pilih sebagai
penduduk Batang Hari. Jadi saya ini seperti dilempar sana
lempar sini, masa iya saya disuruh minta surat pindah lagi,
padahal saya terdata sebagai penduduk Batang Hari sejak 2018,”
imbuhnya.

 

Ditambahkannya, “Sedangkan hak pilih saya tidak ada di Muaro
Jambi.”

 

Sementara itu Kepala Disdukcapil Batang Hari saat dikonfirmasi
melalui via WhatsApp tidak menjawab.

Dampak  Pencemaran  Lingkungan
Dari  Angkutan  Batu  Bara,
Kadis  LH  Akan  Periksa
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Lingkungan Desa Koto Boyo
Batang  Hari,  Jambi  –  Jalan  lingkungan  di  Desa  Koto  Boyo
Kecamatan Batin XXIV menjadi akses utama angkutan Batu Bara
dari  tambang  ke  tempat  pembongkaran.  Akibatnya  lingkungan
sekitar dinilai sudah tidak sehat, Jumat (13/01/2023).

Pemeriksaan  lingkungan  seharusnya  bukan  hanya  di  lokasi
tambang, namun akses angkutannya pun juga harus diperhatikan.

Kegiatan angkutan batu bara juga bisa mencemari lingkungan
yang ada disekitar akses jalan yang dilalui. Contohnya, polusi
udara  akibat  dari  asap  kendaraan  maupun  batu  bara  yang
diangkut, belum lagi tumpahan batu bara yang kemudian disiram
air atau terkena hujan.

Dikutip  dari  media  indonesiasatu.co.id  yang  sudah  pernah
menerbitkan  pada  29  Juni  2022,  berjudul  udara  dan  air
tercemar,  hingga  saat  ini  belum  ada  pemeriksaan  kesehatan
lingkungan di Desa Koto Boyo.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Koto Boyo mengatakan, sudah
puluhan tahun kegiatan tambang, namun belum ada pemeriksaan
lingkungan yang dilalui angkutan batu bara.

Hampir  puluhan  tahun  kegiatan  tambang  beroperasi  pemukiman
warga setempat menjadi tidak sehat, mulai dari udara hingga
airnya sudah tercemar.

Informasi yang didapat awak media dari warga setempat, hingga
saat ini pemerintah daerah kabupaten Batang Hari melalui dinas
terkait  belum  ada  yang  melakukan  pemeriksaan  terhadap
lingkungan  desa  koto  boyo.

Mereka berpendapat, seharusnya mengenai dampak lingkungan ini
sudah diantisipasi sebelum adanya proses penambangan, sudah
diperiksa dahulu sejak izin tambang keluar.

Akibatnya air sumur disekitar jalan menjadi hitam dan keruh.
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Tidak ada lagi sumber air bersih yang kami dapat disini.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Batang Hari Zamzami saat dikonfirmasi mengatakan, akan segera
melakukan pemeriksaan lingkungan sekitar.

“Akan  dilakukan  pemeriksaan  lingkungan  sekitar,  mulai  dari
udara  dan  air.  Selanjutnya,  hasilnya  akan  disampaikan  ke
kementerian,  karena  Dinas  LH  Kabupaten  tidak  mempunyai
kewenangan untuk menutup atau mencari solusinya. Karena izin
tambang yang mengeluarkannya langsung dari pusat,” tutupnya.
(Red)

Perubahan  Nyata  Kabupaten
Batang  Hari  Dalam  Pandangan
Salah Satu Anggota DPRD
Batang Hari, Jambi – Terlihat wujud perubahan nyata Kabupaten
Batang Hari pada masa kepemimpinan Fadhil-Bakhtiar, anggota
DPRD M Amin Z beri apresiasi karena sudah memperlihatkan hasil
kerja yang sudah dijanjikan pada masa kampanye saat pilkada,
Rabu (11/01/2023).

M Amin menilai, walaupun masih terhitung dua tahun jabatan,
pasangan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Batang  Hari  ini  mampu
merealisasikan hampir 90 persen visi misi Batanghari Tangguh,
hal ini dapat kita lihat dan rasakan perubahan nyata sudah
terjadi di wajah Kota Muara Bulian.

“Setiap hari terlihat masyarakat dari berbagai tempat tinggal
berkumpul memadati lokasi wisata baru dalam bentuk taman yang
merupakan hasil pembangunan pada tahun 2022. Hal ini bertambah
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semarak  dengan  adanya  lampu-lampu  hias  di  beberapa  tugu,
jembatan dan kolam rumah dinas bupati,” ucapnya.

Lanjutnya, pembangunan yang dilakukan pasangan ini tidak hanya
menyentuh kawasan kota, Pembangunan juga menyasar ke setiap
desa dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.

“Terhitung sejak tahun 2022 sudah 120,75 KM jalan yang sudah
di bangun oleh Fadhil-Bakhtiar, ini meliputi jalan penghubung
antar  desa  sebagai  penopang  mobilitas  perekonomian  Desa,”
jelasnya.

Anggota  dewan  Fraksi  Partai  Golkar  ini  menilai  semangat
membangun Bupati Batang Hari sangat luar biasa. Bahkan dengan
keterbatasan  kemampuan  keuangan  saat  ini  Bupati  mampu
mengambil keputusan strategis dengan melakukan pinjaman daerah
untuk pembiayaan pembangunan

“Langkah  strategis  yang  dilakukan  Fadhil  dengan  melakukan
pinjaman  daerah  untuk  pembiayaan  pembangunan  harus  kita
dukung, dan saya siap untuk mengawal program unggulan Bupati
Batanghari sampai tahun 2024, Karno gawe ko nampak wujudnyo,”
tegas Amin.

Selain itu, jika memang ada kendala di lapangan saat proses
pembangunan, itu merupakan hal lumrah yang sering terjadi.
Namun, ia meminta agar dinas-dinas terkait segera mengambil
langkah cepat untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan

“Kalaupun ada kendala di lapangan kita minta dinas teknis
segera  mengambil  langkah-langkah  preventif  untuk  mencari
solusi  terbaik  agar  pembangunan  ini  segera  dinikmati
masyarakat,”  tutupnya.



Diduga  Kawasan  HTR  Dirambah
dan  Diperjual  Belikan,  UPTD
Kehutanan  Batang  Hari  Tutup
Mata
Batang  Hari,  Jambi  –  Kawasan  Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)
merupakan  hutan  produksi  Yang  dibangun  oleh  kelompok
Masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan
dengan  menerapkan  silvikultur  dalam  rangka  menjamin
kelestarian  sumber  daya  hutan,  Kamis  (12/01/2023).

 

Dikutip  dari  media  Lsmdankriminal.com,  HTR  di  wilayah
Kecamatan Mersam yang terbit pada (25/12/2022) lalu, diduga
HTR tersebut dirambah dan diperjualbelikan oleh oknum yang
tidak bertanggungjawab.

 

Tidak hanya itu, diduga ada beberapa oknum mengatas namakan
koperasi  maupun  kelompok  tani  mengambil  keuntungan  dengan
hutan memperjual belikan hasil kayu hutan HTR tanpa izin.

 

Dari sumber yang terpercaya mengatakan, di wilayah Kabupaten
Batang Hari khususnya wilayah Kecamatan Mersam di Desa Belanti
Jaya dan Desa sekitarnya kurang lebih ada 3.000 Hektar yang
termasuk dalam kawasan hutan HTR.

 

“Ada lima koperasi Desa yang bernaung di sana dan ada juga
salah satu kelompok tani yang bernama kelompok tani PANGLIMO
BERAMBAI yang di Payungi Oleh satu organisasi PPJ (Persatuan
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Petani Jambi) di kawasan Hutan HTR itu,” katanya.

 

Ia menambahkan, dari pantauan yang saya lihat sudah sebagian
lahan HTR yang diduga diperjual belikan oleh Oknum-oknum yang
tidak bertanggungjawab dengan modus tertentu kepada masyarakat
setempat maupun warga dari luar daerah.

 

Ia menjelaskan, “Sebagian hutan HTR juga sudah ditanami ribuan
batang kelapa Sawit, apakah itu diperbolehkan?” tanya sumber.

 

Mereka  yang  diduga  menjual  lahan  dikawasan  hutan  HTR
mengatasnamakan  salah  satu  kelompok  tani  yang  bernaung  di
hutan HTR itu.

 

Narasumber juga memperlihatkan salah satu bukti surat yang
dibuat oleh salah satu oknum kelompok tani, yang berbunyi:
SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK.

 

Hak tersebut terletak di kawasan salah satu kelompok tani
dengan luas kurang lebih 4 Hektar, dengan bunyi, PIHAK PERTAMA
TELAH MENERIMA UANG GANTI RUGI SEBAGAIMANA TELAH TERCANTUM
DALAM KWITANSI PEMBAYARAN SEBAGAI GANTI RUGI TANAH TERSEBUT.

 

Surat tersebut ditandatangani di atas materai dan setejui oleh
salah satu oknum ketua kelompok Tani dan beberapa orang saksi.

 

“Warga berharap kepada Penegak hukum dan intansi terkait untuk



mengungkap cepat kasus ini, supaya kedepannya kawasan hutan
HTR ini tetap terjaga dan tidak disalah gunakan oleh oknum-
oknum  yg  tidak  bertanggung  jawab  dan  Para  Mafia  Tanah
ungkapnya.

 

Terpisah, kepala UPTD Kehutanan Kabupaten Batang Hari Feri
bersama salah satu staffnya saat ditemui di ruang kerjanya
mengatakan,  permasalahan  tersebut  mencuat  ketika  di  akhir
tahun, sehingga belum ada anggaran dana untuk ke sana.

 

“Belum ada anggaran untuk turun kesana karena akhir tahun, dan
di tahun ini akan dianggarkan,” ujarnya.

 

Mereka juga menjelaskan bahwa koperasi yang dinaungi PPJ tidak
terdata di UPTD Kehutanan Batang Hari, namun hingga saat ini
pihak PPJ mengklaim bahwa mereka juga memiliki izin.

 

“Sampai saat ini PPJ belum memberikan surat-surat yang mereka
miliki. Permasalahan ini juga sudah diketahui pihak provinsi,
jadi biar provinsi yang menyelesaikan,” ujarnya. (Red)

Volume  Jalan  Lingkungan  di
Desa  Rambutan  Masam
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Berkurang,  Kadis:  Kebijakan
Teknisi
Batang Hari, Jambi – Salah satu pembangunan Kabupaten Batang
Hari melalui dana Pinjaman Daerah berupa jalan lingkungan di
Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi volumenya tidak
sesuai yang direncanakan alias berkurang, Kamis (12/01/2023).

 

Hal itu disampaikan oleh salah satu warga setempat yang merasa
heran atas pengurangan volume tersebut.

 

“Volumenya berkurang bang, panjang dan lebarnya tidak sesuai
dengan yang direncanakan sebelumnya,” ucapnya.

 

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Batang Hari A
Somad saat dikonfirmasi diruangannya membenarkan hal tersebut.

 

“Benar  sekali,  pengurangan  itu  berdasarkan  naikknya  harga
Bahan Bakar Minyak (BBM), saat itu penyetujuan perencanaan
sebelum adanya kenaikkan harga BBM,” katanya.

 

Menurutnya, apabila tidak dilakukan perubahan harga didalam
RAB maka banyak rekanan yang tidak sanggup mengambil pekerjaan
tersebut.

 

“Kalau tidak ada perubahan maka banyak rekanan yang tidak mau
mengambil  pekerjaan  itu,  yang  pasti  rekanan  juga  mau
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keuntungan. Jadi, dilakukan perubahan dari RAB nya, dan tender
pekerjaan jalan itu juga sudah pernah gagal,” imbuh Somad.

 

Ia menambahkan, “Jika tidak ada rekanan yang mau mengerjakan
rehab  jalan  tersebut  maka  yang  dirugikan  juga  Pemerintah.
Jadi, tidak mungkin merubah perencanaan yang sudah ada dalam
DPA, terpaksa dilakukan pengurangan volume jalan tersebut.”

 

Ia  menjelaskan  salah  satu  yang  mengalami  kenaikan  ialah
Batching plan. Batching plan sendiri digunakan agar kualitas
rigid beton sesuai dengan spek K175. Semua pekerjaan perkim
tidak lagi mengaduk semen secara manual, karena tidak ingin
adanya resiko pengurangan kualitas beton.

 

“Batching  plan  sendiri  harga  awal  sebelum  kenaikkan  BBM
sebesar Rp. 1.250.000, sedangkan saat BBM naik harga itu juga
ikut naik, mulai dari Rp. 1.800.000 untuk wilayah kota (yang
terjangkau dari kendaraan pecing plan) sedangkan untuk di luar
Kota  Muara  Bulian  bisa  mencapai  Rp.  2.000.000,  hingga
2.200.000.,”  tuturnya.

 

Atas dasar itu maka OPD Perkim melalui teknisinya menaikkan
harga satuan tersebut.

 

“Maka teknisi OPD boleh menaikkan harga satuan itu. DPRD pun
pasti  ada  juga  yang  setuju,  karena  itu  dampak  positif
negatifnya,  kalaupun  dipaksakan  siapa  yang  akan  mau
mengerjakannya.  Yang  penting  metodenya  tidak  Mark  up,”
terangnya.



 

Untuk  diketahui,  pekerjaan  jalan  di  Desa  Rambutan  Masam
dikerjakan  oleh  CV  Graha  Cipta  Karya  dengan  perencanaan
panjang 226m, lebar 4m, dan realisasinya dengan panjang 198m
lebar 3m. (Red)

Simpang  Tiga  Muara  Tembesi
Kembali Memakan Korban
Batang Hari, Jambi – Kecelakaan lalulintas di Simpang Tiga
Kecamatan Muara Tembesi kembali memakan korban. Kali ini juga
seorang  pelajar  menghembuskan  nafas  terakhirnya  di  tempat
kejadian perkara, Senin (09/01/2023).

Informasi yang awak media dapat, korban tersebut berinisial AG
(17) seorang pelajar yang ingin magang di Bank BRI Kecamatan
setempat.

Kronologis  kejadian  itu  ketika  kendaraan  roda  dua  yang
ditumpangi korban disenggol oleh mobil tangki hingga terjatuh

Pengendara yang merupakan ayahnya sendiri jatuh ke sebelah
kiri, sedangkan korban jatuh ke sebelah kanan. Ketika korban
terjatuh  ada  mobil  tangki  roda  sepuluh  minyak  melintas
melindasnya.

Kasatlantas  Polres  Batang  Hari  AKP  Sudiharsono  membenarkan
kecelakaan tersebut.

“Sebelum terjadi lakalantas kendaraan roda sepuluh Marcedes
Benz Nopol BM 8392 AU dan roda dua Revo BH 4510 VO berjalan
dari Jambi menuju Muara Bungo. Sementara roda dua berjalan di
bahu jalan sebelah kiri, sesampainya di TKP kendaraan roda dua
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naik ke badan jalan,” jelasnya.

“Lalu secara bersamaan datang kendaraan roda sepuluh dari arah
belakang belok ke kiri arah Sarolangun sehingga menyenggol
motor Revo tersebut sehingga menyebabkan pengemudi mengalami
luka  ringan  dan  penumpang  meninggal  dunia  di  tempat,”
tutupnya.

Untuk  diketahui,  beberapa  tahun  yang  lalu  (29/09/2018)
kecelakaan juga terjadi di Simpang Tiga Muara Tembesi yang
memakan korban seorang pelajar berinisial Y warga Desa Tanjung
Marwo Kecamatan Muara Tembesi.

Selaku  Ketua  DPRD  Batang
Hari,  Anita  Yasmin  Tidak
Pernah  Menyesal  Tandatangani
Pinda
Batang Hari, Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Anita
Yasmin mengklaim esensi pinjaman daerah (PinDa) tahun anggaran
2022, hilang gegara proyek pembangunan Jalan Desa Pompa Air –
Desa  Bungku  dengan  nilai  kontrak  Rp32.129.035.400,  gagal
dinikmati masyarakat.

 

“Saya tak pernah menyesal menandatangani PinDa. Kalau gagal
semua tidak, ya, tapi esensinya tidak sempurna. Itu poinnya,”
kata Anita, Senin (9/1/2023).
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“Maksudnya, kalau bicara gagal, tidak. Karena 85 persen proyek
berjalan, kan gitu. Meskipun dengan kekurangan, biasalah kan
gitu, karena yang sempurna gak ada,” imbuhnya.

 

Anita  mengaku  mengikuti  Musrenbang  delapan  kecamatan.
Prioritas jalan sebenarnya kalau bicara yang sangat hakiki,
kata Anita adalah jalan Bungku, kemudian senami dan di Maro
Sebo Ulu.

 

“Sekali lagi saya katakan esensi terpenting PinDa hilang gitu
lho, karena enggak ada jalan Bungku ini. Tapi Sungai Ruan
sudah masuk. Itu kan kalau bicara hakikinya. Walaupun ada
jalan-jalan lainnya. Cuma kalau bicara prioritas, jalan itu
sudah top three lah,” ujarnya.

 

Alasan  rekanan  terkendala  dana,  Anita  bilang  sangat  tidak
logis.  Ketika  rekanan  siap  bertarung  memperebutkan  suatu
proyek, tentu rekanan sudah siap dengan segala konsekuensinya,
termasuk dana.

 

“Saya agak kecewa itu muncul alasan itu dari PU. Harusnya
tidak muncul, walaupun itu alasan rekanan. Ini bukan konsumsi
internal,  PU  sudah  berstatemen  kendalanya  masalah  dana.
Artinya bukan konsumsi internal, ini sudah menjadi konsumsi
publik. Siapa yang salah, kenapa berkontrak dengan rekanan tak
punya dana,” ujar Anita.

 

Sebelumnya,  DPRD  Kabupaten  Batang  Hari  bersama  sejumlah
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  siang  kemarin  menggelar
rapat dengar pendapat (RDP). Suasana RDP begitu tegang. Dinas



PUPR jadi sasaran kritik pedas Dewan.

 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Batang Hari,
Dedi Susandi dalam RDP menjelaskan sejumlah kendala pemicu
rekanan paket pekerjaan Jalan Desa Pompa Air – Desa Bungku
yang cuma terealisasi 1,319%.

 

Berdasarkan keterangan rekanan kepada dia, ada tiga kendala
penghambat, pertama masalah modal, kedua masalah kelangkaan
material, dan ketiga masalah cuaca. “Kami sudah berusaha, kami
juga tak mau kinerja kami gagal. Kami sudah berusaha sekuat
tenaga, tapi rekanan tak mampu,” jawab Dedi. (Red)

Anita Yasmin Soroti Pekerjaan
Pembangunan Rehabilitas Jalan
Desa Kilangan – Pompa Air
Batang Hari, Jambi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Batang Hari, Anita Yasmin ragu dengan proses
penyelesaian pembangunan rehabilitasi jalan Desa Kilangan-Desa
Pompa Air yang dikerjakan oleh PT Marino Putra Mandiri.

 

Hal ini diungkapkannya saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
pada Senin (09/01/2023) lalu, dengan beberapa OPD, terkait
progres pembangunan beberapa titik ruas jalan di Kabupaten
Batanghari yang bersumber dari dana pinjaman daerah.
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“Bagaimana  tidak,  pembangunan  ruas  jalan  yang  dianggarkan
sebesar  Rp.19.035.010.300,  tersebut,  progres  pembangunannya
hingga tanggal 15 Desember 2022 hanya sebatas 9,13 persen
saja,” kata Anita Yasmin.

 

Dikatakan Anita, dengan progres di bawah 50 persen tersebut,
merupakan  warning  dan  harus  menjadi  perhatian  bagi  PUPR
Batanghari. Agar proyek jalan ini tidak gagal seperti halnya
di Desa Bungku.

 

“Jika  kita  bicara  denda,  hitungan-hitungannya  sudah  tidak
masuk lagi. Karena denda adendumnya 90 persen dari anggaran
kegiatan. Berarti sekitar Rp 19 jutaan/hari,” ujarnya.

 

Sebagai dewan perwakilan rakyat, Anita pun merasa cemas dengan
cara bekerja PT Marino Putra Mandiri tersebut. Sebab dengan
denda yang cukup besar itu pasti akan berimbas dengan kualitas
bangunan.

 

“Maaf, jangan sampai ada kejadian seperti Puskesmas Bungku.
Jangan barang tu jadi tapi asal jadi. Ini harus jadi perhatian
penting bagi Kadis PUPR selaku pengguna anggaran,” cetusnya.

 

Masih dikata Anita, dengan jadwal addendum selama 50 hari,
jika hitung total selama 50 hari, hampir Rp 1 Miliar denda
yang dikenakan kepada PT Marino Putra Mandiri ini.

 



“Sudah ada belum PUPR mem-follow up ini, atau sudah ada ancang
ancang mau putus kontrak juga,” tegas Anita.

 

Sebagai legislatif, kata Anita, anggota dewan tentunya sangat
sayang  dan  perhatian  kepada  Dinas  PUPR  Batanghari,  karena
sudah bekerja keras untuk membangun Kabupaten Batang Hari.

 

“Kita di sini semua menyayangi OPD yang sudah bekerja keras.
Tapi  kalau  hasil  kerjanya  zonk,  keringat  kita  jadi  tidak
terbayarkan.  Bagaimana  pun  keringat  yang  dikeluarkan  harus
berakhir dengan air mata kebahagian, kalau sia sia ya sayang
sekali,” pungkasnya.

 

Menanggapi itu, Kabid Bina Marga PUPR Batanghari, Dedi Susandi
menyebutkan, untuk saat ini pembangunan jalan Desa Kilangan –
Pompa Air sudah menunjukkan progress yang cukup signifikan.

 

 

“Hitungan 9,13 persen ini beberapa minggu yang lalu pimpinan,
saat  ini  mereka  sudah  bekerja  dan  progresnya  sudah  naik
walaupun sedikit. Kemarin kita juga sudah memanggil rekanan,
dia berusaha agar pekerjaan ini selesai,” ujar Dedi.

 

Lanjut Dedi, dari awal kontrak pengerjaan, pihak rekanan sudah
menyetok material dan saat ini sudah masuk ke tahap pengerasan
jalan.

 

“Jika sudah pengerasan, nanti langsung diaspal. Ini kan aspal



AC WC dan aspal AC BC, nah itu nanti mulai nampak persentase
meningkat. Dalam dua puluh hari pengaspalan akan selesai,”
tutupnya. (LAN)

 

Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten
Batanghari,  Anita  Yasmin  ragu  dengan  proses  penyelesaian
pembangunan rehabilitasi jalan Desa Kilangan-Desa Pompa Air
yang dikerjakan oleh PT Marino Putra Mandiri.

 

Hal ini diungkapkannya saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
pada Senin (09/01/2023) lalu, dengan beberapa OPD, terkait
progres pembangunan beberapa titik ruas jalan di Kabupaten
Batanghari yang bersumber dari dana pinjaman daerah.

 

“Bagaimana  tidak,  pembangunan  ruas  jalan  yang  dianggarkan
sebesar  Rp.19.035.010.300,  tersebut,  progres  pembangunannya
hingga tanggal 15 Desember 2022 hanya sebatas 9,13 persen
saja,” kata Anita Yasmin.

 

Dikatakan Anita, dengan progres di bawah 50 persen tersebut,
merupakan  warning  dan  harus  menjadi  perhatian  bagi  PUPR
Batanghari. Agar proyek jalan ini tidak gagal seperti halnya
di Desa Bungku.

 

“Jika  kita  bicara  denda,  hitungan-hitungannya  sudah  tidak
masuk lagi. Karena denda adendumnya 90 persen dari anggaran
kegiatan. Berarti sekitar Rp 19 jutaan/hari,” ujarnya.

 

Sebagai dewan perwakilan rakyat, Anita pun merasa cemas dengan



cara bekerja PT Marino Putra Mandiri tersebut. Sebab dengan
denda yang cukup besar itu pasti akan berimbas dengan kualitas
bangunan.

 

“Maaf, jangan sampai ada kejadian seperti Puskesmas Bungku.
Jangan barang tu jadi tapi asal jadi. Ini harus jadi perhatian
penting bagi Kadis PUPR selaku pengguna anggaran,” cetusnya

 

Masih dikata Anita, dengan jadwal addendum selama 50 hari,
jika hitung total selama 50 hari, hampir Rp 1 Miliar denda
yang dikenakan kepada PT Marino Putra Mandiri ini.

 

“Sudah ada belum PUPR mem-follow up ini, atau sudah ada ancang
ancang mau putus kontrak juga,” tegas Anita.

 

Sebagai legislatif, kata Anita, anggota dewan tentunya sangat
sayang  dan  perhatian  kepada  Dinas  PUPR  Batanghari,  karena
sudah bekerja keras untuk membangun Kabupaten Batanghari.

 

“Kita di sini semua menyayangi OPD yang sudah bekerja keras.
Tapi  kalau  hasil  kerjanya  zonk,  keringat  kita  jadi  tidak
terbayarkan.  Bagaimana  pun  keringat  yang  dikeluarkan  harus
berakhir dengan air mata kebahagian, kalau sia sia ya sayang
sekali kan,” pungkasnya.

 

Menanggapi itu, Kabid Bina Marga PUPR Batanghari, Dedi Susandi
menyebutkan, untuk saat ini pembangunan jalan Desa Kilangan –
Pompa Air sudah menunjukkan progress yang cukup signifikan.



 

“Hitungan 9,13 persen ini beberapa minggu yang lalu pimpinan,
saat  ini  mereka  sudah  bekerja  dan  progresnya  sudah  naik
walaupun sedikit. Kemarin kita juga sudah memanggil rekanan,
dia berusaha agar pekerjaan ini selesai,” ujar Dedi.

 

Lanjut Dedi, dari awal kontrak pengerjaan, pihak rekanan sudah
menyetok material dan saat ini sudah masuk ke tahap pengerasan
jalan.

 

“Jika sudah pengerasan, nanti langsung diaspal. Ini kan aspal
AC WC dan aspal AC BC, nah itu nanti mulai nampak persentase
meningkat. Dalam dua puluh hari pengaspalan akan selesai,”
tutupnya. (Red)

Untuk  Meningkatkan  Kinerja
dan  Tata  Kelola  Pemerintah,
Wabup Batang Hari Lantik 45
Pejabat
Batang Hari, Jambi – Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja
dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik Bupati Batang
Hari diwakili Wakilnya melantik 45 pejabat eselon III dan IV
di serambi rumah dinas Bupati, Jumat (06/01/2023).
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Wakil Bupati Bakhtiar mengatakan, guna meningkatkan kinerja
dan  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,
Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penataan kembali terhadap
susunan perangkat daerah.

 

Sesuai dengan visi misi perubahan menuju arah baru Batang Hari
Tangguh, dengan pertimbangan mewujudkan perangkat daerah yang
proporsional, efektif dan efisien.

 

Menurutnya, perubahan adalah suatu keniscayaan dan tidak dapat
kita hindari tak ada satu hal yang abadi dan kemajuan tak akan
mungkin terjadi tanpa adanya perubahan.

 

“Selain itu, perubahan perangkat daerah ini dimaksudkan dalam
rangka percepatan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026, untuk
mewujudkan Batanghari Tangguh terdepan, agamis, nyaman, gotong
royong, bermutu dan harmonis,” ujarnya.

 

“Terdepan  dalam  penguatan  ketahanan  ekonomi  berbasis  daya
saing pertanian dan agrowisata untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang berkelanjutan,” tuturnya.

 

Tidak hanya itu, Bakhtiar juga mengingatkan untuk memperkuat
akhlakul karimah, sinergitas umaro dan ulama, semangat gotong
royong dan kemandirian masyarakat sebagai agen perubahan dalam
mempercepat pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat yang
agamis.

 



“Menciptakan ruang kota yang nyaman dan aman, serta menjamin
tumbuhnya  ruang  berusaha  dan  iklim  investasi  yang  sehat.
Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan
kompetitif,” imbuhnya.

 

“Mengembangkan  budaya  birokrasi  yang  harmonis,  serta
sinergitas  pembangunan  daerah  dan  desa,”  ujarnya.

 

Kegiatan  tersebut  dihadiri  oleh  Sekretaris  Daerah,  para
Asisten  dan  Kabag  lingkup  Sekretariat  Daerah,  Kepala  OPD,
Petugas rohaniawan dan para pejabat yang dilantik. (Red)

Ketua  Koordinator  Penyuluhan
Pertanian  Kecamatan  Muara
Tembesi Keluhkan Hal Ini
Batang Hari, Jambi – Ketua koordinator penyuluhan pertanian di
Kecamatan Muara Tembesi menyampaikan keluhannya kepada awak
media, Kamis (05/01/2023).

 

Muhammad Ketua koordinator saat dijumpai di kantornya yang
berada  di  Kelurahan  Kampung  Baru  Kecamatan  Muara  Tembesi
menceritakan  keluhannya  dalam  menjalankan  tugasnya  mengenai
petani-petani yang ada di wilayah kerjanya.

 

Ia mengatakan, “Kami berharap di pertanian itu dibantu dalam
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konteks yang pasti untuk petani itu tepat waktu, dan juga
dalam SDMnya masih kekurangan tenaga penyuluh sebanyak dua
orang.”

 

Tidak  hanya  hal  itu,  Muhammad  juga  mengeluhkan  mengenai
operasional balai yang hingga saat ini masih nol.

 

“Operasional balai yang masih nol, masih tergantung di dinas.
Harapannya  agar  penyuluhan  pertanian  ini  lebih  maju  lagi
karena  kami  langsung  ke  petani  yang  langsung  mendengarkan
keluhannya,” ungkapnya.

 

Dijelaskannya, kekurangan alat-alat kantor seperti komputer,
akses internet, dan kantor yang banyak bocor.

 

Ia juga menceritakan keluhan dari petani sayur-mayur yaitu
kurangnya alat seperti traktor yang berukuran kecil seperti
capung rawa, yang notabenenya untuk lahan yang tidak terlalu
luas. Karena kalau yang besar itu mobilitasnya sulit belum
lagi kalau terpuruk.

 

“Mudah-mudahan di tahun 2013 ini dinas dapat membantu, karena
semuanya sudah diinput sudah didata semua, baik dari baik dari
Tim, SDA, maupun pertanian yang sudah pernah datang kesini.
Apapun bunyinya semoga di 2023 dapat dibantu,” imbuhnya. (Red)


